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PERATURARRESIDENOMORS3 TAHUN2O12 TENTANGARINGAN
DOKUMENTASIANINFORMASHUKUM NASIONAL |

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI
HUKUM




. ISTILAH DALAM
JL -7 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL

OL JDIHN

adalah wadah pendayagunaan bersama atas

02 Dokumen Hukum

dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan adalah produk hukum yang berupa
berkesinambungan, serta merupakan sarana peraturan perundang - undangan atau
pemberian pelayanan informasi hukum secara produk hukum selain peraturan perundang -
lengkap, akurat, mudah, dan cepat. undangan yang meliputi namun tidak
terbatas pada putusan pengadilan,
03 Pengelolaan  Dokumentasi ~ dan Informasi  Hukum YRSl QOO Lol
majalah hukum, buku hukum, penelitian
adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, hukum, pengkajian hukum, naskah
penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan akademis, dan rancangan peraturan

informasi dokumen hukum. perundang - undangan.



@D/IHN Tujuan

Menjamin terciptanya
Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum yang terpadu

dan terintegrasi di berbagal
Instansi pemerintah dan Institusi

lainnya.

Menjamin ketersediaan
dokumentasi dan informast
hukum yang |engkopodon
akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah.

Meningkatkan kualitas
pembangunan hukum
nasional dan pelayanan
kepada publik sebagal salah
satu wujud

ketatapemerintahan yang
balk, transparan, efektif, efisien,

dan bertanggung jawab.




TUGAS 01 Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan
T y Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi

ANGGOTA JDIHN Hukum vyang diterbitkan  oleh instansinya.

Pasal 10 Perpres 33 Tahun 2012

02. Anggota JDIHNdalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyelenggarakan fungsi:

Pengumpulan, Pe.mbangu.nan sistem Pembinaan dan Penyediaan sarana dan Pelaksanaan evaluasi Penyampaian laporan
pengolahan, mformésu hukum. pengembangan p.ra'sarana pengelolaén mengenai pengelolaan setiap tahun di bulan
p|enym]-pana2’ be.rt;ams t-ekr;OIOgl sumber daya manusia dJa“n.Q:m dO‘fU:eliltaS'd. jaringan dokumentasi Desember kepada
pelestarian, dan informasi dan pengelola jaringan an informasi hukum di _ _ pusat JDIHN
i _ dan informasi hukum '
pendayagunaan ACLILILER Ayee) Gy, 4 dokumentasi dan S Bs: di |ingkungannya
informasi Dokumen diintegrasikan dengan

informasi hukum di
Hukum van website pusat JDIHN; _ sekurang - kurangnya 1
ol lingkungannya; (satu) kali dalam

diterbitkan instansinya;

setahun; dan




ANGGOTA Ol PUSATJDIHN :

JDlHN Badan Pembinaan Hukum Nasional

02 ANGGOTA JDIHN:
A Kementerian  Negara
Pasal 4 Perpres 33 Tahun 2012 A Sekretariat  Lembaga Negara
AlLembaga Pemerintah Non Kementerian
A Pemerintah  Provinsi
A Pemerintah  Kabupaten/Kota;  dan
A Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

A Perpustakaan  Hukum pada PTN dan PTS
AlLembaga Lain yang bergerak di bidang pengembangan  dokumentasi

dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri




JDIH
Kementerian

"JDH DPRD S
Provinsi, =
'u,l Kabupaten,

Kot

KEANGGOTAAN
KELURAHAN/DESA
PADA JDIHN




PERANGKAT KELURAHAN/DESA
SEBAGAI OPERATOR JDIH

Sebagal kontributor dokumen
hukum desa

(Kelurahan/Desa akan
mendapatkan username dan
password dari Kabupaten/Kota)

Dokumen yang diinput adalah
dokumen hukum (produk

hukum) yang dikeluarkan oleh
Kelurahan/Desa




jﬁ ",N Manfaat di Tingkat Desa

PENGAYOMAN

Dokumentasi Produk Hukum Desa

Memudahkan perangkat desa dan daerah dalam
Ol pendokumentasian dokumen dan informasi hukum yang

dikeluarkan oleh desa -

N\
Terlaksananya  Prinsip Tata Pemerintahan  Desa oleh
Perangkat Desa (Pasal 26 ayat (4) UU 6/2014)

Terlaksananya prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif dan efisian, serta dapat meningkatkan kualitas pembuatan 02
regulasi pada tingkat Desa dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih
dalam pembuatan produk hukum desa

Pelayanan Publik di Bidang Informasi Hukum

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan dokumen hukum tingkat
desa hanya dengan membuka website JDIHKabupaten/Kota, sehingga dapat
memperkuat kualitas masyarakat desa melalui kesadaran dan kepatuhan hukum yang
terbentuk dari literasi hukum.
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Teknis Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum

Dokumen Hukum Kelurahan/Desa
yang dapat dikelola dalam JDIH

[ Peraturan Desa ¥ Budt Edaran Kepala
> Periani .

[vf Peraturan Kepala Desa [vj Perjanjian Kerjasama
[vf Monografi

[vf Keputusan Kepala Desa [vf Rancangan Perdes

Peraturan Bersama
v Kepala Desa




DASAR HUKUM
PENGELOLAAN  JDIH

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar
Pengelolaan Dokumen dan Informasi
Hukum

! 7
> - Mencabut Permenkumham No.2
Tahun 2013 tentang Standardisasi

Pengelolaan Teknis Dokumentasi

dan Informasi Hukum



PENGAYOMAN

Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum

Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang - Undangan

Standar Pengolahan Dokumen & Informasi Hukum
A Website JDIH

A Metadata Dokumen Hukum

A Pengolahan Dokumen Hukum

A Integrasi Dokumen Hukum

Standar Laporan Evaluasi JDIHN
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Jenis Peraturan

ny new blog post g dy| Peraturan

.
’ Nomor
A

Tahun Terbit
iﬂ,,,- Singkatan Jenis
.o 'L
> 58

N TEUBadan

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan
| Sumber

Tempat Terbit
Bidang Hukum

" Subjek

Bahasa

Lokasi

Teknis Pengelolaan

Peraturan Desa

Peraturan Desa Karanganom Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APDES)Desa Karanganom Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

7

2023
PERDES
30-12-2023
30-12-2023

Karanganom

BDESDESAKARANGANOM 2023 (7) : 8 him.

Karanganom
Hukum Administrasi Negara

DESAKARANGANOM - APDES

Indonesia

Sekretariat Desa Karanganom

Dokumen & Informasi Hukum

Format Judul : Judul DITULISLENGKAP.TANPA DISINGKAT. Huruf
Kapital hanya di tiap awal kata.
Kata tentang ditulis huruf lowercase semua

Nomor peraturan ditulis tanpa ada angka O

Tahun terbit peraturan

Singkatan jenis peraturan

Tanggal penetapan peraturan

Tanggal pengundangan peraturan

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota/dll

Format Sumber : Singkatan Lembar/Berita Daerah/Negara -
Tahun - (Nomor Lembar Negara/Daerah) :jumlah Him.
Tempat Peraturan ditetapkan

Bidang hukum peraturan

Format Subjek : Topik/ kata kunci dari isi peraturan (ditulis
huruf capital/lUPPERCASE)

Tempat Peraturan Fisik Disimpan
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. Urusan Pemerintahan# #Bidang Pemerintahan yang diatur

ny new blog p

Penandatangan# TARSONO

Pemrakarsa# #Unit yang menginisiasi peraturan tersebut

Peraturan Terkait# Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020
dst
Peraturan Desa Karanganom Nomor 2 Tahun 2023

Teknis Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum

Dokumen Terkait# Laporan

p e
4
ibﬂ‘f‘

BB W Status Berlaku
>3 '

Lampiran AFullitext Dokumen Peraturan :
2023perdes3325karanganomkandeman007.pdf
AAbstrak Peraturan :

Berdasarkan PPNomor 38 Tahun 2007

Format Penandatangan :Tuliskan nama pejabat tanpa gelar
dan jabatan

instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini

Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat
konsideran menimbang)
* Peraturan target sudah diinputkan sebelumnya

Dokumen pendukung pembentukan peraturan tersebut *
Dokumen target sudah diinputkan sebelumnya

Status Utama Peraturan hanya BERLAKUdan TIDAK BERLAKU.
Dilengkapi dengan keterangan status. Dibuat link ke peraturan
target

Format Penamaan File :

Peraturan pusat:

(4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(3 digit
nomor peraturan).pdf

Peraturan Daerah:
(4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis
peraturan)(kodewilayah)(3 digit nomor peraturan).pdf

Peraturan Desa:

4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis
peraturan)(kodewilayah)(namadesa)(namakecamatan)(3
digit nomor peraturan).pdf

*Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran Dokumen Peraturan
harus menjadi satu kesatuan utuh dalam 1file
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Jenis Peraturan

ny new blog post g dy| Peraturan

.
’ Nomor
A

Tahun Terbit

« o+ Singkatan Jenis

h

P D &=
- 38

N T.E.UBadan

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

| Sumber

Tempat Terbit
Bidang Hukum

" Subjek

Bahasa

Lokasi

Teknis Pengelolaan

Keputusan Kepala Desa
Keputusan Kepala Desa Adinuso Nomor 14110712024  tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Adinuso Kecamatan Reban
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024

141.1/07/1/2024
2024
SKKADES

19-01-2024

Adinuso. Kepala Desa

Desa Adinuso
Hukum Administrasi Negara

PEMBENTUKANTIM PELAKSANAKEGIATAN

Indonesia

Sekretariat Desa Adinuso

Dokumen & Informasi

Hukum

Format Judul : Judul DITULIS LENGKAP.TANPA DISINGKAT. Huruf

Kapital hanya di tiap awal kata.

Kata tentang ditulis huruf lowercase semua

Nomor peraturan ditulis tanpa ada angka O

Tahun terbit peraturan

Singkatan jenis peraturan

Tanggal penetapan peraturan
Tanggal pengundangan peraturan

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota/dll

Format Sumber : Singkatan Lembar/Berita Daerah/Negara
Tahun - (Nomor Lembar Negara/Daerah)

Tempat Peraturan ditetapkan

Bidang hukum peraturan

Format Subjek : Topik/ kata kunci dari isi peraturan (ditulis

huruf capital/lUPPERCASE)

Tempat Peraturan Fisik Disimpan

- jumlah HIim,
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Teknis Pengelolaan Dokumen & Informasi Hukum

. Urusan Pemerintahan# #Bidang Pemerintahan yang diatur
""" penandatangan# AHMAD KUWAT
"‘ Pemrakarsa# #Unit yang menginisiasi peraturan tersebut
” Peraturan Terkait# Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020
smm Dokumen Terkait# Laporan

Berlaku

AFultext Dokumen Peraturan :
2024skkades3325adinusoreban141.1 07 1.pdf
AAbstrak Peraturan :

2 Lampiran

Berdasarkan PPNomor 38 Tahun 2007

Format Penandatangan :Tuliskan nama pejabat tanpa gelar
dan jabatan

instansi yang memprakarsai lahirnya peraturan ini

Dasar yuridis pembentukan peraturan tersebut (Lihat
konsideran menimbang)
* Peraturan target sudah diinputkan sebelumnya

Dokumen pendukung pembentukan peraturan tersebut *
Dokumen target sudah diinputkan sebelumnya

Status Utama Peraturan hanya BERLAKUdan TIDAK BERLAKU.
Dilengkapi dengan keterangan status. Dibuat link ke peraturan
target

Format Penamaan File :

Peraturan pusat:

(4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis peraturan)(3 digit
nomor peraturan).pdf

Peraturan Daerah:
(4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis
peraturan)(kodewilayah)(3 digit nomor peraturan).pdf

Peraturan Desa:

4 digit tahun peraturan)(singkatan jenis
peraturan)(kodewilayah)(namadesa)(namakecamatan)(3
digit nomor peraturan).pdf

*Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran Dokumen Peraturan
harus menjadi satu kesatuan utuh dalam 1file




PENGAYOMAN

Pengisian e -Report JDIHN -
- — -

berdasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentanc w/

_—

Hukum Nasional, -
-
menyebutkan  bahwa Pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan,.  pengembangan; monitering pada Ange

yang meliputi:

Organisasi Sumber Daya Koleksi Teknis Sarana dan Pemanfaatan Promosi JDIH

Manusia Dokumen Pengelolaan Prasarana TIK
Hukum

A g

Penguatan Qrganisasi Permasalahan &
& Kerja Sama Kendala
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S

R L

Organisasi (8 :
Dasar Hukum
Struktur QOrganisasi
Tim Pengelola JDIH
Kontak JDIH

B whE

SDM ((3) :
5. Data Pengelola JDIH

6. Data Mengikuti Pelatihan JDIH

Koleksi Dokumen Hukum ( 11) :‘

INDIKATOR PENILAIAN DAN NILAI MAKSIMAL

’O‘ Sarana & Prasarana (5):

Pengelolaan =] J° 17. Ruang Layanan Informasi Hukum

Produk Hukum @0 18 Alat Pengolah Data & Akses Internet
Desa merupakan

Indikator pada
penilaian kinerja

=1 Pemanfaatan TK (32 ) :

a)  19. Standar Website JDIH

20. Keamanan Website JDIH

21. Penggunaan Aplikasi Berbasis Mobile

22.Penggunaan Kios Informasi Elektronik

23. Pengembangan Aplikasi yang mendukung
pemanfaatan JDIH

JDIH (indikator 11)

W< 7. Koleksi PUU

8. Monografi Hukum
9. Artikel Hukum

10. Putusan/Yurisprudensi
11. Koleksi Dokumen Langka/Desa/l ainnva @

12. PUUENglish Version

Teknis Pengelolaan

Pengembangan JDIH/Inovasi
‘ Sosialisasi/Promosi JDIH (7)

! o 24. Sosialisasi/Promosi JDIH melalui media massa

dan media sosial
25. Informasi Kunjungan Website
26. Statisttik Dokumen Hukum

15.

13. Penyampaian Laporan
14. SOPJDIH
Kesesualan Metadata &

Pengisian Metadata

16. Abstrak PUU

(28): Penguatan Organisasi & Kerja Sama ( 4)

27.Kegiatan Bimtek
28. Kegiatan Study Banding

Inovasi Lainnya ( 2)
29. Inovasi lain yang relevan




@D;IHN Peran Strategis JDIHN "
10 g ¢ :

pEM_S IT\TEN%N SATU DATA INDEKS
BERBASIS INDONESIA REFORMASI
TRONK — HUKUM
"™

- 3
Y




PENGAYOMAN

Nasional

PERAN STRATEGIS JDIHN

Surat Edaran Kepala Badan
Pembinaan Hukum

PHN.HN.04.04 -O1

Tahun 2022 tentang

Pedoman

terintegrasi

dengan JDIHN

dan Pembinaan .
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum

Kriteria: Media Informasi
Penyuluhan Hukum ‘

Krteria : Media Informasi yang

5

Dimensi Akses Informasi Hukum

Indikator: Ruang Layanan konsultasi hukum
(tatap muka dan online) dan Pojok JDIH
Indokator: Ruang akses informasi hukum
(taman bacaan dan perpustakaan

Indikator: Media digital terkait informasi
hukum (website, facebook, twitter,
Instagram, dan lainnya)

Parameter: Berapa Jenis bentuk media
informasi  penyuluhan hukum yang terdapat
di tiap Desa/Kelurahan

Indikator : Fasllitasi layanan JDIH yang ada di
Desa/Kelurahan

Parameter: Apakah ada layanan JDIH yang
terintegrasi dengan Pemerintan Daerah
tingkatKabupaten/Kota/Provinsi




JDIH Masuk Desa

"’v‘er‘pusftakaah JOIH

(MR .
u BUIiUIﬂJ iR

' e -
N 1BESA§GEN‘FEN§5WETAMR KEGGENTENG:- — 7.







